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WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 149 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS MAMPU PONED

KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa salah satu upaya dalam akselerasi
penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka
Kematian bayi adalah meningkatkan akses
maternal dan neonatal melalui program
penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi
baru lahir;

bahwa penanganan komplikasi tersebut melalui
penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (PON ED) di tingkat Puskesmas

berdasarkan huruf a dan b maka diperlukan
Keputusan Walikota tentang Penetapan
Puskesmas Mampu PONED Kota Banjarmasin,;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29
tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Puskesmas Mampu PONED Kota
Banjarmasin sebagai berikut :

1. Puskesmas Pekauman

2. Puskesmas Alalak Selatan

3. Puskesmas Beruntung Raya
Penetapan Puskesmas Mampu PONED Kota
Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU berakhir apabila dicabut oleh
Walikota Banjarmasin atas usulan Dinas

Kesehatan Kota Banjarmasin.



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan
nya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin, dana bantuan dan penghasilan
lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dengan Kketentuan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Januari 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,
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